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LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN
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a. Pengertian Pajak

Pajak bukanlah istilah baru dalam perekonomian. Bagi suatu negara,
pajak merupakan salah satu penerimaan yang berarti dalam upaya
pembangunan ekonomi negara tersebut. Tapi, tidak semua negara
mempunyai alasan tersebut. Indonesia, misalnya, mulai menganggap pajak
sebagai suatu penerimaan yang berarti karena Indonesia merupakan salah
satu negara berkembang yang masih memerlukan sumbangan dana yang
besar untuk memajukan perekonomian negara.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Siti
Kurnia Rahayu (2012:22) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi lain yang terdapat dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, atas perubahan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2000 adalah sebagai berikut:
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“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari uraian definisi diatas, dapat pula disimpulkan ada beberapa

unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak menurut Mardiasmo

(2011: 1), yaitu:

a.

d.

luran/pungutan dari rakyat untuk negara

Dalam unsur ini, pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan
dari sektor pemerintah ke sektor publik dan bahwa tidak ada pajak
selain yang dipungut oleh negara serta berupa uang (bukan barang).
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Karena pajak bersifat mengikat dan memaksa, maka pajak harus
berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang baku.
Unsur ini menunjukkan bahwa meskipun pajak dipungut oleh
negara, pemerintah tidak boleh semena-mena memungut pajak dari
rakyat tetapi harus sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan.
Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Unsur ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak
mendapatkan timbal jasa ataupun kontraprestasi dari negara secara
langsung.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
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Pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah ditujukan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia bermacam-macam dan dapat
dibedakan menurut sifat, golongan, atau pemungutannya dalam Waluyo
(2011:12) yakni:

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh

pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (negara).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dll.

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung
Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodik

(berkala). Artinya pajak dipungut secara teratur dalam jangka waktu

91D uenj JIM) ejlaewioju] uep siusig 3misuj
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yang ditentukan dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan

kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak
rutin atau sewaktu-waktu dan pembayarannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain dengan cara substitusi dan shifting. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya, pajak juga dibedakan menjadi dua, yakni

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang
dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif, yang
terpenting adalah subjeknya. Subjek pajak dibedakan antara subjek

pajak perorangan dan subjek pajak badan usaha. Contoh: PPh.

. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang
dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak objektif, yang terpenting
adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri wajib

pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

b. Azas-azas Pemungutan Pajak
Azas-azas pemungutan pajak sebagaimana yang disebutkan oleh Adam

Smith dalam Waluyo (2011:13) adalah sebagai berikut:

(1) Equality

Maksudnya pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip

adil dan merata sehingga pajak tersebut dikenakan kepada orang
9
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pribadi sesuai dengan kemampuannya untuk membayar dan juga

sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

(2) Certainty
Dalam hal ini setiap wajib pajak harus mengetahui dengan pasti
dan jelas mengenai jumlah pajak yang terutang, kapan harus
dibayar, serta batas waktu pembayarannya. Penetapan pajak
tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan
harus ditetapkan terlebih dahulu.

(3) Convenience
Dalam hal ini maksudnya adalah kenyamanan. Dalam
perpajakan sebaiknya kewajiban membayar pajak jatuh pada
saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Contohnya adalah
pemungutan pajak saat wajib pajak mendapatkan penghasilan

dengan cara dipotong.

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

(4) Economy
Dalam hal ini maksudnya yakni biaya pemungutan dan
pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak juga harus
diusahakan seminimal mungkin secara ekonomis, disini
pemerintah harus mengusahakan mekanisme yang mudah dan
murah untuk WP.
c. Fungsi Pajak
Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari
berbagai definisi, terlihat adanya 2 fungsi pajak bagi suatu negara menurut

Erly Suandy (2008:13) yaitu:

10
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@ Fungsi Budgetair (Penerimaan)
Fungsi budgetair yaitu fungsi di sektor publik yang merupakan
suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
ke dalam kas negara. Pajak-pajak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran rutin negara.

(b) Fungsi Regulator (Pengaturan)
Fungsi regulator atau fungsi pengaturan adalah fungsi yang
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar
bidang keuangan. Menurut fungsi ini pajak berfungsi sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan

ekonomi.

d. Subjek Pajak
Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju
oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan
terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak
Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai
berikut.
1. Orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

11
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Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan
subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli
waris. Penunjukan ahli waris yang belum terbagi sebagai subjek
pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas
penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan
adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai

subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Perlakuan

12
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perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam
negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini
mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian

badan.

Pajak Penghasilan

a.

b.

C.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian pajak penghasilan dalam Siti Resmi (2009:80) adalah beban
pajak langsung yang menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan
dan tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain. Pajak penghasilan dikenakan
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya
dalam tahun pajak.

Dasar Hukum

Dalam Siti Resmi (2009:81) menyatakan peraturan perundang-undangan
yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun
1983yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10
Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan dalam Siti Resmi (2009:81) adalah segala sesuatu
yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi
sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak

penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap

13
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subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh

dalam tahun pajak.

Berikut ini adalah pengertian subjek pajak menurut Undang-undang
Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1.
a. (1) Orang pribadi
(2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan
yang berhak
b. Badan
c. Bentuk Usaha Tetap
Undang-undang pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 dan 4,
mengemukakan bahwa subjek pajak terdiri dari:
a) Subjek pajak dalam negeri, dimana yang dimaksud dengan subjek
pajak dalam negeri adalah
i.  Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
ii.  Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
iii.  Warisan yang belum terbagi sebagai suatu keastuan, menggantikan
yang berhak.
Subjek pajak luar negeri, dimana yang dimaksud dengan subjek

pajak luar negeri adalah

14
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(1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan
yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang
menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia.

(2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan
yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
bukan dari menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 3 tentang
pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan
adalah sebagai berikut.

a) Badan perwakilan asing

b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari

luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
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c) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan

SSINISNY 40 TOOHDS
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Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian
pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran
para anggotanya

d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau
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pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

d. Objek Pajak Pengasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

1) Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak adalah

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

¢) Labausaha

16
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d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta,

termasuk:

1)

(2)

(3)

(4)

()

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal

Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang
saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan,
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga
sedarah dalam garis keturunan lusrus satu derajat dan badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
selurun hak penambangan, tanda turut serta dalam
pembiayaan, atau permodalan dalam  perusahaan

pertambangan
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2)

P)

q)

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, karena jaminan
pengembalian utang

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan selisih kurs mata uang asing

Selisih lebih karena penialian kembali aktiva

Premi asuransi

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas

Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak

Penghasilan dari usaha berbasis syariah

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan

Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah

a) Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan sebagai berikut.

18



"OyYIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAsey ynan)as neje ueibegas yeAuequiadwaw uep ueywnwnbusw bueseyq 'z

SSINISNY 40 TOOHDS
HID NV M

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q
‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

91D uenj JIM) ejlaewioju] uep siusig 3misuj

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

)

(2)

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya
wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan.

b) Warisan

c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan

d)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang

diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan

pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma

perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
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€)

9)

h)

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan
modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat:
(1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
(2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan
usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan
saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
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Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan

Sisa lebih yang diterima atau diperolen badan atau lembaga
nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang
penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi
yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang
mengatur pengenaan pajak atas gaji, honorarium, upah, tunjangan, gratifikasi,
atau bonus dan imbalan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan. Secara umum
bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari hubungan kerja akan
dikenakan pajak penghasilan pada sumbernya. Pajak penghasilan pasal 21,

dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi Kerja,

21
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bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan
penyelenggara kegiatan.
a. Subjek pajak PPh pasal 21
1) Pegawai, karyawan atau karyawati tetap

Termasuk dalam kelompok ini adalah orang pibadi yang bekerja
pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam
jumlah tertentu secara berkala, serta orang pribadi yang melakukan
pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja (baik tertulis maupun
tidak tertulis) termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan
negeri atau BUMN/BUMD, termasuk anggota dewan komisaris,
dan anggota dewan pengawas dari perusahaan. Bagi pegawai tetap,
besarnya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun,
dan PTKP.

2) Pegawai, karyawan atau karyawati tidak tetap atau tenaga kerja

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

Termasuk dalam kelompok pegawai tidak tetap adalah orang pribadi
yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan
apabila ia bekerja. Jenis pegawai ini mencakup pegawai harian,
pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya. Besarnya
penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto
dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan
pajak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3) Penerima pensiun

Dikategorikan sebagai pensiunan adalah orang pribadi yang telah
purna karya tetapi masih memperoleh atau menerima imbalan atas

pekerjaan yang dilakukan di masa lalu atau untuk ahli warisnya.

22
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Bagi pensiunan, besar penghasilan yang dipotong pajak adalah
jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dan PTKP. Dalam
pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua
atau tabungan hari tua.

4) Penerima honorarium
Yang tergolong sebagai penerima honorarium adalah orang pribadi
atau persekutuan orang pribadi yang memberikan jasa dengan
menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa
yang diberikannya.

5) Penerima upah
Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima atau
memperoleh penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah
borongan maupun upah satuan.

6) Orang pribadi lainnya

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari
pemotongan pajak.
b. Bukan subjek pajak PPh pasal 21

1) Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka.
Subjek pajak yang dikecualikan ini harus memenuhi kriteria berikut.

2) Pejabat perwakilan organisasi internasional. Ketentuan mengenai
badan atau organisasi internasional ini diatur dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 sebagaimana telah
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diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
601/KMK.03.2005 sepanjang:

1. Bukan warga negara Indonesia

2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan

lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

c. Objek pajak PPh pasal 21

1) Penghasilan yang diterima secara teratur oleh wajib pajak baik

pegawai atau penerima pensiunan berupa gaji, uang pensiun
bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang
lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan
istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan Kkhusus,
tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,
tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar
oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama

apa pun

2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima

pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa
produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan
sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap dan biasanya dibayarkan

sekali dalam setahun

3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
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4) Uang tebusan pensiun, uang tunjangan hari tua, uang tabungan hari

tua, uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis, yang

sifatnya tidak tetap

5) Honorarium, komisi, hadiah dan penghargaan dalam bentuk uang,

beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam

negeri, terdiri dari:

a)

b)

9)
h)

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari:
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai,
dan aktuaris

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang
film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto
model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,
pelukis, dan seniman lainnya

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator

Pengarang, peneliti, penerjemah

Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer,
dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,
ekonomi, dan sosial

Agen iklan

Pengawas, pemgelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat

Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
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J) Peserta perlombaan

k) Petugas penjaja barang dagangan

I) Petugas dinas luar asuransi

m) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai
atau bukan sebagai calon pegawai

n) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling

dan kegiatan sejenis lainnya

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh 21

Bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah
berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan
tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000
atau setara dengan Rp 2.025.000 per bulan. Dengan adanya perubahan
itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan.
Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak
Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan

Orang Pribadi.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan
Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja,
bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji,
upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan
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penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang
membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau
jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau
pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan,
termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan
internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau
penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi

berkenaan dengan suatu kegiatan.

e. Tarif Pasal 17 PPh 21
Tabel 2.1

Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

‘ Lapisan Penghasilan Kena Pajak HTarif Pajak|
\Sampai dengan Rp 50.000.000,- H 5%|
\di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- H 15%|
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-| 25%)|
di atas Rp 500.000.000,- [ 30%)|

Sumber: UU PPh Tahun 2008

Pajak Penghasilan Pasal 26

a. Subjek Pajak PPh Pasal 26
Dalam Waluyo (2011:327), penerima penghasilan sebagai subjek pajak

yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai
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o

Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan
dengan nama dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dari Pemotong PPh Pasal 26 sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan
baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai,

termasuk penerima pensiun.

. Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 26

Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 pada dasarnya dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

(1) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dan bersifat final atas
penghasilan berupa:

i.  dividen

ii.  bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang

iii. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta

iv. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan

v. hadiah dan penghargaan

vi. pensiun dan pembayaran berkala lainnya

vii. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya

viii.  keuntungan karena pembebasan utang

(2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto, dan

bersifat final atas penghasilan berupa:
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i. Penghasilan dari pernjualan harta di Indonesia kecuali yang diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang pengenaan pajaknya
diatur dalam peraturan pemerintah sebagai contoh bunga deposito
dan tabungan lainnya, pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, transaksi, saham dan sekuritas lainnya di bursa efek dan
penghasilan tertentu lainnya

ii. Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada
perusahaan asuransi luar negeri. Penghasilan tersebut sebagai objek
PPh Pasal 26, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang
dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah, subjek pajak
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap atau
perwakilan usaha luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar
negeri. Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar
negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau apabila
penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak

berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

(3) Sebesar 20% (dua puluh persen) bersifat final dari Penghasilan Kena

Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap, kecuali
penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia maka tidak

dipotong PPh Pasal 26.

c. Pemotong Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 26 dipotong oleh pihak yang wajib

membayarkan penghasilan tersebut, yaitu:

(1) badan pemerintah
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(2) subjek pajak dalam negeri
(3) penyelenggara kegiatan
(4) bentuk usaha tetap
(5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia.

Dikecualikan sebagai pemotong pajak PPh Pasal 26 atas imbalan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri

dan organisasi internasional.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

a. Objek PPh Pasal 4 ayat 2

(1) penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Pelaksanaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan
dari pengalihan hak atas dan/atau bangunan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan. Hal-hal yang diatur dalam SE-
80/PJ/2009 adalah sebagai berikut.
(@) pembayaran PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh WP real estate dilakukan:
i) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan
diterimanya pembayaran, dalam hal pembayaran atas pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara

angsuran
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i) sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah
lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah
seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kurang

dari jumlah bruto nilai pengalihan hak

(b) nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b

adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan
Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang
bersangkutan pada saat ditandatangani akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan oleh pejabat yang berwenang

(c) dalam hal pembayaran atau angsuran atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan dilakukan sebelum 1 Januari 2009 dan
penjualan atas pengalihan tersebut belum diakui sebagai
penghasilan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tersebut
sampai dengan 31 Desember 2008, maka PPh final atas
pembayaran atau angsuran tersebut harus dibayar sebelum akta,
keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang

(d) dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan

di cabang, maka pembayaran PPh dan penyampaian SPT Masa PPh
Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan tersebut dapat dilakukan oleh cabang. Namun

seluruh pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas
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dikonsolidasi oleh pusat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

(e) Dalam hal ini terdapat dua atau lebih Wajib Pajak yang bekerja
sama membentuk Kerja Sama Operasi (KSO)/Joint Operation (JO)
untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
maka PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dibayar oleh masing-masing anggota KSO sesuai dengan bagian
penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO

(f) Dalam hal ini PPh final sebagaimana dimaksud dalam butir e telah

dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

KSO atau salah satu anggota KSO, maka SSP tersebut
dipindahbukukan ke masing-masing anggota KSO sesuai dengan

bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO.
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Pajak Penghasilan Badan
b. Pengertian Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Badan tersebut meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk

Usaha Tetap.
32
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C.

o

Subjek Pajak

(1) Subjek pajak badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan
pemerintah

(2) Subjek pajak badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

Objek Pajak

Objek pajak PPh badan menurut UU PPh pasal 4 ayat 1 adalah sebagai

berikut.

(1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan ,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
ini

(2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

(3) laba usaha

(4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

(@) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya

(b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya
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(c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

()

(6)

()

(8)

(9)
(10)

(d)

(€)

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun

keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak
yang bersangkutan

keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian

sisa hasil usaha koperasi

royalti atau imbalan atas penggunaan hak

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
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(11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

(12) keuntungan selisih kurs mata uang asing

(13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

(14) premi asuransi

(15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas

(16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak

(17) penghasilan dari usaha berbasis syariah

(18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

(19) surplus Bank Indonesia.

Bukan Objek Pajak

(1) (a) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badaan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yyang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
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I. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,

atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

(2) warisan

(3) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal

(4) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib

Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

(5) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asiransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

(6) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di

Indonesia dengan syarat:
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(a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
(b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada
badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor
(7) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai
(8) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada butir (7), dalam bidang-bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
(9) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif
(10) dihapus
(11) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:
(a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

(b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
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7.

(12)

(13)

(14)

beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan

sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
bantuan atauu santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pajak Penghasilan Yayasan

a.

Subjek pajak

Yayasan termasuk di dalam definisi badan sehingga merupakan subjek

pajak penghasilan yang diatur dalam UU PPh Pasal 2 ayat 1 (b). Yayasan

sebagai badan hukum yang bertujuan sosial, kegamaan, dan kemanusiaan

adalah sebagai subjek pajak dan sekaligus wajib pajak. Menurut

penelitian Sukirman, sebagai wajib pajak ada pengecualiannya yaitu

yayasan yang menerima sumbangan, hibah, dan wakaf tidak diwajibkan

membayar pajak penghasilan. Sedangkan yayasan yang mempunyai unit
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pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Objek pajak
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(a) uang pendaftaran dan uang pangkal

(b) uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan

(c) uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran
lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan
siswa/mahasiswa/peserta pendidikan

(d) uang SPP, wuang SKS, wuang wujian, uang kursus, uang
seminar/lokakarya, dan sebagainya

(e) penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan
sebagainya

(f) penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan
pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

(2) penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yayasan pendidikan

(@) bantuan atau sumbangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang
memberi dengan pihak yang menerimanya

(b) harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi sejenis
sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan

sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
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kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan
pihak yang menerimanya

(c) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau
organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

(d) bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

(3) biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan

bruto, antara lain:

(@) gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/pengajar/karyawan

(b) biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor

(c) biaya publikasi/iklan

(d) biaya kendaraan

(e) biaya kemahasiswaan

(f) biaya ujian semester

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

(g) biaya sewa gedung & utilities (listrik, telepon, air)

(h) biaya laboratorium

(i) biaya penyelenggaraan asrama

(J) bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya

(k) biaya pemeliharaan asrama

(I) biaya penyusutan

(m)kerugian karena penjualan/pengalihan harta

(n) biaya penelitian dan pengembangan

(o) biaya beasiswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan

(p) biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olahraga &

peraga
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(g) subsidi/beasiswa bagi siswa yang kurang mampu

(r) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.

Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Tanggal penyetoran: paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa

pajak berakhir.

Tanggal pelaporan: paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa

pajak berakhir.

PPh Pasal 21

Tanggal penyetoran: paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa

pajak berakhir.

Tanggal pelaporan: paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa

pajak berakhir.

PPh Pasal 26

Tanggal penyetoran: paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa

pajak berakhir.

Tanggal pelaporan: paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa

pajak berakhir.
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B. Kerangka Pemikiran

T Yayasan termasuk didalam definisi badan sebagai subjek pajak penghasilan
Q

2
Syang diatur dalam UU PPh Pasal 2 ayat 1 (b). Dalam penelitian ini, penulis meneliti
Y

g/ayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu Yayasan Pendidikan X yang

=
derletak di Boulevard Artha Gading.

2

(9]

:?_T Di dalam rumah tangga Yayasan Pendidikan X, terdapat beberapa aspek
H.’:'pajak yang diteliti oleh penulis, antara lain PPh 21, PPh 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2.
o)

;50Ieh karena itu, penulis meneliti dengan menggunakan UU PPh No. 36 Tahun
Q.

2008.

-1

o

g Penulis menganalisis aspek perpajakan yang di dapat dari Yayasan
=

;;?endidikan X seperti laporan pendapatan dan beban, daftar transaksi, dan bukti

bl

otong PPh selama tahun 2013. Kemudian melakukan perhitungan perpajakan
L

=]
Gsesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D

~—
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